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ABSTRAK

Maraknya kasus pemalsuan alat kesehatan dan obat-obatan palsu di era Covid-19
menjadi perhatian tersendiri, dibuktikan melalui kasus-kasus yang dewasa ini
terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Kejahatan ini berdampak secara
ekonomi, sosial, dan kesehatan, salah satunya negara telah mengalami kerugian
sebesar Rp 46 miliar (empat puluh enam miliar rupiah) akibat pardagangan alat
kesehatan dan obat-obatan palsu. Kerugian dan kejahatan tersebut dampak pada
munculnya bentuk kejahatan lain seperti kejahatan hak atas kekeyaan intelektual
dan kejahatan transnasional teorganisir. Dalam hal ini, peran pihak ketiga menjadi
sesuatu yang esensial dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan
penegakan hukum dan pemberantasan alat kesehatan dan obat-obatam palsu.
Salah satu lembaga tersebut ialah United Nations Office on Drugs and Crimes
(UNODC). UNODC.adalah; kantor- PBB “yang/ bertugas dalam-hal pemberantas
kejahatan dan obat-obatan. Untuk mengetahui hal tersebut, rumusan masalah yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah peran United Nations on
Drugs and Crimes (UNODC) dalam mengurangi peredaran alat kesehatan dan
obat-obatan palsu di Indonesia? 2). Bagaimana aturan hukum dan kerjasama
internasional yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengurangi peredaran alat
kesehatan dan obat-obatan palsu? Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian
empris, yang mana menggunakan data primer lapangan berupa wawancara yang
dilanjutkan dengan penelitian data sekunder dengan metode library research dan
web-sourcing, yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yang
diperoleh, yakni: 1). Terdapat aturan hukum yang mengakomodir tindak pidana
pemalsuan barang, baik secara umum maupun khusus. Namun dengan delik
aduan, perkara baru dapat diproses ketika ada aduan. Juga belum ada aturan yang
secara khusus mengatur mengenai alat kesehatan dan obat-obatan palsu.
Pemerintah juga turut berkerjasama dengan pihak ketiga, seperti WHO dan
Interpol secara praktikal. 2). UNODC sebagai kantor dibawah PBB dapat
memberikan alert dan rekomendasi kepada pemerintah terkait program
penanganan kejahatan pemalsuan barang, yakni melalui tiga mandat tradisional
UNODOC, yaitu-providing normative .guidance, capacity building, dan research
based study.
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